
 
 
 
 
 
 
 
 

BUPATI PASURUAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 
NOMOR 17 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 60 
TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

Menimbang  :  a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 
Tentang pemberian tunjangan hari raya dalam tahun 
anggaran 2018 kepada pegawai negeri sipil, prajurit tentara 
nasional indonesia, anggota kepolisian negara republik 
indonesia, pejabat negara, penrima pensiun, dan penerima 
tunjangan dan menindak lanjuti surat edaran kementerian 
dalam negeri nomor 903/3386/SJ tentang pemberian 
tunjangan hari raya (THR) dan gaji ketiga belas yang 
bersumber dari APBD, perlu dilakukan pergeseran antar 
objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dalam satuan 
kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah 
daerah kabupaten pasuruan; 

b. Bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 160 peraturan menteri 
dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman 
pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan peraturan menteri dalam 
negeri nomor 21 tahun 2011, pergeseran antar rincian objek 
belanja dalam jenis belanja berkenaan pada satuan kerja 
perangkat daerah (SKPD) ditetapkan dengan peraturan 
kepala daerah; 

 

 

 

 



 2 

 

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan 
peraturan bupati tentang perubahan kedua atas peraturan 
bupati pasuruan nomor 60 tahun 2017 tentang penjabaran 
anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 
2018; 

 

Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

   2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita 
Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (lembaran negara 
republik indonesia tahun 1965 nomor 19, tambahan 
lembaran negara republik indonesia nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 

 

 

 

 

 



 3 

 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679) 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010; 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4614); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang  
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 
Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau 
Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit 
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun 
Atau Tunjangan (Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6207); 

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 
2018 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun 
Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara 
Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, Dan Penerima 
Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6208); 
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24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 

25. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang 
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 5 Tahun 2018; 

26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 
2017 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2018; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial 
Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir  Dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
Tentang Npembentukan Produk Hukum Daerah; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 
Tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi 
Hasil Cukai Hasil Tembakau; 

32. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
52/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 Tentang 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Atau 
Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai  Negeri Sipil, 
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima 
Pensiun Atau Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 677); 
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33. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
54/PMK.05/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksana 
Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 
2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional 
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
Pejabat Negara, Penerima Pensiun,  Dan Pnerima Tunjangan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 769); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 
2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2007 Nomor 
05); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 
2009 Tentang Investasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 Nomor 
11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan  
Nomor 219); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 
2011 Tentang Pajak  Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pasuruan Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 233); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 
2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 
02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan 
Nomor 235) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan 
Nomor 15 Tahun 2016;  

38. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2018; 

39. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 60 Tahun 2017 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018. 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG 
PENJABARAN  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 60 Tahun 2017 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2018, diubah sebagai berikut : 

1. Jumlah anggaran yang dilakukan perubahan anggaran adalah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

2. Beberapa ketentuan dalam Lampiran II yang mengatur mengenai 
anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai berikut : 

1. Dinas Kesehatan; 
2. Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; 
3. Dinas Pemuda Dan Olaraga; 
4. Badan Keuangan Daerah (SKPD); 
5. Kecamatan Sukorejo; 
6. Kecamatan Lumbang; 
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 
8. Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan; 
diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  

3. Pelaksanaan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih 
lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. 
 
  Ditetapkan di  Pasuruan 
  pada tanggal 5 Juni 2018 

  Plt. BUPATI PASURUAN, 
   

Ttd. 
 

  RIANG KULUP PRAYUDA 
 

Diundangkan di  Pasuruan   
pada tanggal  5 Juni 2018   

SEKRETARIS DAERAH,   
 

Ttd. 
  

AGUS SUTIADJI   
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 17 
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